
BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURANBUPATIJOMBANG 

NOMOR 36 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

DENGAN ·RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu mengatur Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3817); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5952); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tarnbahan 
Lembaran N~gara Republik Indonesia Nomor 5533); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Penge101aan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

11.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pernerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Swakelola; 

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; 

14.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog 
Elektronik; 

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa yang Oikecualikan pada Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

16.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Oarurat; 

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/ J asa; 

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan 
Barang/ J asa; 

19.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan; 

20.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Oaf tar 
Hitam Oalam Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah; 
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21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan 
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

22.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan 
Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; . 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN JOMBANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang; 

3. Bupati adalah Bupati Jombang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan RakJat Daerah Kabupaten 
Jombang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Jombang. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
RakJat. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh 
APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, 
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. 

11. Pengadaan Barang/Jasa pada BLU adalah kegiatan 
pengadaan barang/jasa oleh BLU. 

12. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan lainnya adalah 
Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan 
tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. 



13.Pengguna Anggaran 
Pejabat pemegang 
Perangkat Daerah. 
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yang se1anjutnya disingkat PA adalah 
kewenangan penggunaan anggaran 

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang se1anjutnya disingkat KPA 
adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 
mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang 
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah. 

16. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Kabupaten 
Jombang yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan 
Barang/ J asa. 

17. Ke1ompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja 
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh 
pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 

18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan 
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 

19. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang se1anjutnya 
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi 
hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

20. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat 
PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil 
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

21. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menye1enggarakan 
kegiatan secara Swake101a. 

22. Penge101a Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional 
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

23. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya c1isebut Penyedia 
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa 
berdasarkan kontrak. 

24. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dari unsur Pemerintah 
Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan 
melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau 
se1uruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. 

25. Tim/Tenaga Ahli adalah Tim/Tenaga Ahli yang dapat 
berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi 
masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan 
terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan 
Barang/ J asa. 

26. Tim Pendukung adalah Tim yang dapat dibentuk dalam 
rangka membantu untuk urusan yang bersifat 
administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Po!ga 
Pemilihan. 


































































































































































































































































































































































































































































